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Abstrak

PERLINDUNGAN HUEUM EONSUMEN PEMBELI RUMAH TERHADAP
WANPRESTASI DEVELOPER (STUDI KASUS PUTUSAN MAHNEAMAH AGUNG
TINGEAT EASASI NOMOR: 1825/E/Pdt/2017)

Oleh :

Ajay Asril, Firman Muntaqo, Amin Mansyur

Banyak sekali permasalahan dilapangan yang timbul antara developer dan konsumen,
Developer yang wanprestasi tidak memenuhi spesifikasi rumah sangat merugikan pihak
konsumen. Perlindungan hulum terhadap konsumen khususnya dalam pembelian rumah
melalui developer saat ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, sering kali
posisi konsumen ahkan karena tidak memahami inti pokok perjanjian pada saat

wanprestasi serta bagaimana seharusnya perjanjian akad kredit pembelian rumah yang
di buat dihadapan Notaris, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan
Hukum bagi Konsumen Pembeli Rumah dari Developer yang melakukan wanprestasi
serta menganalisis bagaimana seharusnya perjanjian akad kredit pembelian rumah yang
di buat dihadapan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan teori keadilan, teori tanggung jawab, pendekatan berdasarkan undang-
undang, karya ilmiah, buku-buku,jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Hasil
penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pembeli rumah
apalagi melalui kredit memang harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas
karena seringkali developer melakukan wanprestasi. Sering kali dalam perjanjian kredit
pembelian rumah, para pembeli tidak memahami isi perjanjian yang ada, sehingga
karena hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat di manfaatkan oleh developer untuk
mengambil keuntungan meskipun terkadang dengan cara melawan hukum. EKesimpulan
pada penelitian ini di tegaskan pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
Rekomendasi dari penelitian ini seharusnya mengedepankan prinsip kemanfaatan dan
keadilan mengenai kredit pemilikan rumah,

Eata Eunci: Developer; Jual Beli; Peralihan Tanah; Perlindungan Hulkum:;
Wanprestasi.

Pembimbin

Pembimbing I1

.H AEminMansyur, S.H.,M.H
Mengetahui
Eetua Program 5 agister Kenotariatan
Dr. Hj. isa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

xi



Xiii

Abstrak

CONSUMER LEGAL PROTECTION FOR HOME BUYERS AGAINST DEVELOPERS

DEFAULT (A CASE STUDY OF THE SUPREME COURT’S DECISION ON CASSATION
NUMBER : 1825/K/PDT/2017)
By:

Ajay Asril, Firman Muntago, Amin Mansyur

There are so many problems that arise between developers and consumers in soclety. Developers
who default, not meeting the specifications of the house, is very detrimental to consumers. Legal
protection for consumers, especially on buying houses through developers, currently requires
special attention form the goverment. Often the consumer’s position ia weakend because they do
not understand the main point of the agreement ot the legal protection for home Lian ogreement.
The formulation of the problem in this study is how home Loan agreement should be Made before a
notary. The purpose of this study was to analyze how the home Loan agreement should be Made
before a notary. This research is a normative legal research using the theory of justice, the theory of
responsibility , an approach based on the law, scientific works, books, and journals related to the
theme of writing. The results of this study showed that legal protection for home buyer consumers,
especilally through credit, must be clear because develapers often default. Often in home Loan
aggrement, buyers do not understand the content of the existing agreement so that it becomes a
legal loophole that developers can take advan tage on it, even though sometimes it ia against the

= law. The conclusion of this research is confirmed in article 4 of the consumer protection Act. It is

recomended that the principles of expediency and equity regarding mortgage loans should be put
Sforward.

Keywords: Buy and sell; Developer; Land Transfer: Legal protection; Default
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana
rumah menjadi kebutuhan pokok saat ini. Seiring dengan perkembangan
pembangunan perumahan yang dibangun oleh developer secara terpadu yang
diiringi dengan derasnya promosi iklan perumahan di berbagai media massa

maupun media cetak dan online.

Promosi yang menjanjikan berbagai macam bonus dan fasilitas
permukiman secara terpadu, mendorong masyarakat lebih cenderung untuk
membeli rumah di lokasi permukiman dengan harapan untuk memperoleh
kawasan rumah tinggal yang terpadu dengan fasilitas permukiman yang
nyaman, aman dan asri dalam lingkungan yang sehat, serasi dan teratur
sebagai perwujudan hak setiap warga negara dalam hal ini para konsumen
untuk menikmati rumah tinggal yang layak huni dengan segala fasilitas dan
lingkungan yang nyaman.

Seiring berjalannya waktu tentunya akan muncul permasalahan yang
dihadapi konsumen atas pemilikan rumah tinggal dan rumah toko, dari
developer, sehingga hubungan hukum jual beli seringkali menjadi tidak
harmonis, dan bahkan tidak jarang menimbulkan sengketa hukum antara
konsumen dengan developer, meskipun pada akhirnya konsumen harus gigit

jari karena upaya hukum yang dilakukan justru tidak dapat memberikan



perlindungan atas hak-haknya, mengingat posisi developer yang begitu kuat di
depan hukum dan institusi hukum.

Maka dari itu Notaris Hadir sebagai pihak yang independen untuk
melindungi hak-hak para pihak. Notaris merupakan pejabat umum sekaligus
pelaksana profesi hukum yang memiliki posisi sangat penting dalam memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang
bersifat otentik sebagai bukti yang kuat atas terlaksananya suatu hubungan
hukum dalam hal ini akta otentik.

Notaris disebut pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan
oleh negara (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri yang
bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk
kabinet sekarang ini Menteri Hukum dan HAM).!

Kebutuhan untuk pembuatan akta otentik memerlukan suatu Lembaga yaitu
Lembaga kenotariatan. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta
otentik agar akta tersebut dapat menjadi bukti yang kuat di dalam pengadilan
dan untuk kepentingan bagi pihak-pihak dalam kontrak.

Notaris dan produk aktanya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dari
negara dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
anggota masyarakat.?

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta

benda, hak dan kewajiban seseorang. Lembaga ini timbul dari kebutuhan

' Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Jakarta: Refika Aditama, 2008), 14.
’ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, (Jakarta: Dunia
Cerdas, 2013). 4.



dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti
baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di
antara mereka®. Apabila seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika
timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah
terjadinya kesulitan itu.?

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris
(selanjutnya disebut dengan Undang-undang jabatan Notaris). Selain dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris, jabatan Notaris juga diatur dalam Kode Etik
Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dengan adanya akta notaris dalam proses jual beli rumah ataupun bangunan,
harapannya masyarakat dapat lebih tenang dalam melakukan transaksi, akan
tetapi pada praktiknya bahwa ada saja developer yang melakukan wanprestasi
terhadap apa yang diperjanjikan sebelumnya. Termasuk kelalaian developer dalam
melakukan pembangunan.

Dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan hak atas tanah,
kewenangan bukan diberikan kepada notaris, tetapi oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dengan Peraturan
Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 perubahan PP nomor 37 Tahun 1998

(selanjutnya disebut PP No. 24/2016), sebagai pelengkap dari Peraturan

> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983),hlm 2
* Tan Thong Kie, Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris(Jakarta : PT Ictiar Baru Van
Hoeve, 2013) hlm 449.



Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Pasal 7 PP 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997).

Menurut A. P. Parlindungan, hal di atas merupakan hal yang positif dalam
pembangunan hukum keagrarian, karena keragu-raguan dan tidak teraturnya
dengan peraturan hukum tertentu telah banyak menimbulkan masalah. Dalam
kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya PP No. 37/1998 ini telah banyak
sekali kekacuan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta
PPAT. Dalam hal kewenangan kegiatan jual beli properti ataupun rumah
terdapat peran yang berbeda dari Notaris ataupun PPAT. Walaupun keduanya
dapat menyandang jabatan yang sama akan tetapi produk akta yang
dikeluarkan berbeda tergantung akta apa yang akan dibuat. Akta notaris
digunakan untuk jual beli tanah berupa akta pengoperan hak untuk tanah yang
belum bersertifikat. Atau akta pengikatan perjanjian jual beli untuk tanah yang
sertifikatnya masih dalam proses pemecahan atau belum lunasnya transaksi
jual beli. Dalam kasus lain bahwa akta pengikatan perjanjian jual beli
digunakan untuk yang sudah lunas tetapi belum memiliki biaya lainnya dalam
proses balik nama karena terkendala biaya pajak atau biaya lainnya.

Selain itu pada praktiknya ada juga yang menghadap Notaris/PPAT untuk
dibuatkatnya Akta Jual Beli (A]JB) padahal transaksi jual beli belumlah lunas.
Hal ini sangat dimungkinkan karena para penghadap yang tidak jujur dalam
memberikan keterangan kepada notaris/PPAT bahwa jual beli belum lunas,

sehingga PPAT yang bersangkutan dapat membuat Akta Jual Beli (A]JB). Hal ini



dapat menjadi masalah dikemudian hari apabila terjadinya wanprestasi ataupun
perbuatan melawan hukum dari pihak penjual ataupun pembeli.

Rumah merupakan suatu kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan
sehari-hari yang mana saat ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan
dikalangan pengusaha. Sehingga pengusaha dalam bidang perumahan atau
biasa disebut sebagai developer berlomba-lomba memberikan fasilitas yang
menggiurkan bagi calon nasabah untuk membeli rumah yang ditawarkan.
Mulai dari harga murah, proses mudah, spesifikasi yang layak huni bahkan
pengerjaan pembangunan rumah yang cepat dan rapi.

Akan tetapi pada praktiknya bahwa dalam pengerjaan pembangunan yang
dilakukan oleh developer ataupun pengembang tidaklah selalu lancar. Sangat
mungkin adanya kesalahan maupun kalalaian. Selain itu tindakan developer
yang nakal juga menjadi kekhawatiran bagi calon konsumen yang akan
membeli rumah ataupun properti yang mana biasanya developer akan
memberikan spesifikasi perumahan yang akan di bangun serta jangka waktu
pengerjaannya.

Akan tetapi hal-hal yang dijanjikan oleh developer atau pengembang bisa
diselewengkan jika tidak ada kontrol dari konsumen. Sejatinya membeli rumah
atau tanah melalui developer memang harus ekstra hati-hati karena sering kali
perjanjian jual beli yang dilaksanakan antara developer dan pembeli
mengandung celah hukum atau tidak jelas sehingga di posisi ini melemahkan
pembeli yang nantinya di rugikan karena kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan

haknya.



Terlebih jika jual beli ini dilakukan dengan kredit dan dengan jangka
waktu yang cukup lama, jika tidak dilakukan dengan prosedur dan proses
yang teliti serta hati-hati, persoalan hukum akan timbul di kemudian hari
karena biasanya setelah proses akad kredit, maka bank mengambil alih
peranan developer karena sebagai pihak ke tiga, bank yang melakukan
pemenuhan pembayaran pada developer dan developer memberikan jaminan
surat tanah pada bank sebagai agunan, sehingga hubungan hukum yang
terjadi untuk jangka panjang adalah antara pembeli dan pihak perbankan
selaku pemegang agunan. Selama proses perjanjian akad kredit ini
berlangsung, harus benar-benar dipastikan mengenai kapan pengambilan surat
asli dan sebagainya karena biasanya ketika kredit sudah berjalan cukup lama
dan developer atau perusahaannya sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui
keberadaannya maka hal ini akan menyulitkan pembeli karena tidak dapat
menuntut pemenuhan atas surat-surat bukti yuridis dari kepemilikan tanah
yang telah selama ini mereka perjuangkan.

Sebagai contoh kasus vyang sering terjadi antara konsumen dan
pengembang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1825 K/Pdt/2017
menegaskan bahwa dalam kasus tersebut terdapat perselisihan antara
Pimpinan Developer Vista Estate sebagai pengembang atau termohon kasasi
dan Andre Roland Bastian sebagai konsumen atau pemohon kasasi yang mana
konsumen merasa dirugikan akibat pengembang yang melakukan perbuatan
melawan hukum. Sebagaimana seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli

rumah, pihak developer memberikan tanah dan rumah setelah melakukan



pembayaran, akan tetapi pihak pengembang atau developer belum melakukan
kewajibannya sama sekali setelah pembayaran rumah sebesar 50 persen. Hal
yang semacam ini merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan bagi
konsumen agar terlindungi hak-haknya.

Dalam kasus, pihak konsumen selaku pembeli telah melakukan sebagian
dari kewajibannya yakni membayar uang muka dan membayar angsuran serta
biaya-biaya lain yang timbul seperti kepengurusan dan pembuatan akta
pengikatan jual beli pada Notaris untuk mendapatkan satu unit rumah dengan
ukuran 102 meter persegi dan luas tanah 8 meter x 14 meter persegi seharga
Rp. 508.000.000 secara angsuran KPR melalui Tergugat II yakni bank CIMB
Niaga. Ketika semua proses sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik,
pihak perbankan dan developer menyuruh pembeli tadi untuk mengecek
kondisi bangunan sebelum dilakukan serah terima kunci. Namun, ketika
pembeli tadi mengecek ke lokasi rumah yang diperjanjikan ternyata kondisi
rumah yang menjadi objek jual beli tadi tidak sesuai dengan apa yang
diperjanjikan antara developer dan pembeli, kondisi rumah masih belum layak
untuk di huni dan masih perlu banyak perbaikan, sedangkan pembeli rumah
tadi sudah mengeluarkan uang dan pembayaran lebih dari 50% yang
seharusnya dia sudah bisa mendapatkan hak dan memanfaatkan rumah
tersebut sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelum akad kredit.

Pihak pembeli masih memberikan itikad baik dengan memberi
kesempatan pada developer untuk membangun rumah tersebut sampai dengan

batas waktu yang diberikan. Namun, ketika batas waktu sudah habis dan



ternyata rumah tersebut sama sekali tidak ada perubahan karena developer
tadi wanprestasi dan tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan
kewajibannya. °

Oleh sebab itu, dalam proses yang menimbulkan hubungan hukum antara
pembeli dan developer sejatinya memang wajib mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah agar memberikan perlindungan hukum yang tepat
untuk pembeli selaku masyarakat. Selain itu untuk perlindungan dan jaminan
hukum terhadap pembeli maka perlunya penunjang hukum yaitu perlindungan
bagi konsumen/pembeli yang tidak mendapatkan haknya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan atau
alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen adalah bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi
mestilah dapat mendukung tumbuhnya dunia bisnis sehingga mampu menghasilkan
beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat
mempertinggi kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan
kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian konsumen®

Sejatinya, kasus developer wanprestasi ini harus segera di tertibkan karena
menyangkut hak dan kewajiban yang melekat pada developer serta konsumen,
tidak terpenuhinya perjanjian yang di buat oleh developer kepada konsumen

mencerminkan bahwa masih banyak sekali pihak yang mengabaikan perjanjian

> Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No 1825/K/Pdt/2017
% Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahunn 1999 tentang Perliindungan Konsumen. Konsiderans
angka 2



karena dan menganggap abai konsumen karena merasa mereka merupakan pihak

yang di lemahkan dan dapat di langgar hak nya.

Oleh karena hal itu, hak-hak bagi konsumen telah diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

g)

h)

Hak atas kesegaran, keamanann dan bantuan dalam mengkonsumsi
barang atau jasa yang dipakai

Hak untuk memilih atau memilah barang atau jasa serta mendapatkan
barang atau jasa tersebut sesuai dengan harga dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

Hak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan
dan garansi barang atau jasa;

Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan pembelaan, pengawasan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara adil;

Hak untuk mendapatkan pengajaran dan pengetahuan konsumen,;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diremehkan

Hak untuk mendapatkan garansi, ganti rugi/penggantian, apabila barang atau
jasa yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.
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Hak yang di miliki oleh konsumen merupakan hak yang telah di perjanjikan
dalam suatu bentuk perjanjian dan dituangkan dalam akta autentik yang menjadi
dasar pengikat transaksi antara developer dan konsumen. Dalam hal pembelian
rumah secara cash maka perjanjian yang di buat adalah dengan menggunakan akta
jual beli, namun apabila pembelian rumah di lakukan dengan cara kredit, maka
perjanjian yang di buat adalah dengan menggunakan Pengikatan Jual Beli.
Walaupun sudah diatur hak konsumen secara jelas dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dan pastinya konsumen dan pelaku usaha akan
menyandarkan transaksi tersebut berdasarkan perjanjian jual beli yang terjadi
antara konsumen/pembeli dan pelaku wusaha (developer/pengembang
perumahan) dan salah satu unsur yang terdapat dalam perjanjian yaitu adanya
itikad baik.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa ‘“suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik/good intention”. Selain itu dalam pasal 7 huruf
A Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha
dimana pelaku wusaha harus beritikad baik dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Namun tetap saja di dalam prakteknya, konsumen tetap saja pihak
yang dirugikan.

Pada umumnya konsumen dalam melakukan pembelian perumahan tersebut
kurang memperhatikan persyaratan legal dan administrasi dalam pembangunan
perumahan tersebut. Konsumen tertarik pada informasi dari para marketing
yang lebih menonjolkan hal-hal terkait fasilitas, letaknya yang strategis, investasi

yang sangat menjanjikan karena diprediksi harga di lokasi tersebut akan terus
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meningkat dan tidak akan rugi dan bahkan tergiur dengan klaim bahwa
dengan 3 (tiga) tahun modal sudah dapat kembali.

Dana yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada developer/pengembang
merupakan dana yang besar, minus lembaga penjamin yang menyebabkan
konsumen tanpa jaminan keamanan dibangunnya rumah maupun pembayaran
cicilan kepada lembaga penjamin seperti bank, Dengan adanya penelitian ini,
diharapkan ditemukan solusi untuk mengatasi kerugian konsumen yang
melakukan pembelian rumah .Maka dari itu peneliti mengambil judul
“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PEMBELI RUMAH TERHADAP
WANPRESTASI DEVELOPER (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TINGKAT KASASI NOMOR: 1825/K/Pdt/2011)”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk
lebih memfokuskan penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Rumah dari

Developer yang wanprestasi ?
2. Bagaimana seharusnya perjanjian akad kredit pembelian rumah yang
di buat dihadapan Notaris?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelasakan dan menganalisis Perlindungan Hukum pada
Konsumen Pembeli Rumah dari Developer yang melakukan

wanprestasi.
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2. Untuk menjelasakan dan menganalisis bagaimana seharusnya
perjanjian akad kredit pembelian rumah yang di buat dihadapan
Notaris.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan
untuk civitas akademika dalam bidang hukum Perdata, Kenotariatan dan
terkhusus dalam bidang Hukum Pertanahan, sebab masalah mengenai sengketa
pertanahan yang melibatkan antara konsumen dan developer saat ini masih
sering terjadi dan berkembang di masyarakat.
2. Secara Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber
informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:
a. Notaris
Sebagai dasar pedoman dan pembelajaran mengenai bagaimana
seharusnya Notaris berperan dalam membuat akta autentik terkait
perjanjian kredit rumah.
b. Lembaga Pembiayaan
Sebagai instansi yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat
untuk membantu pembiayaan bagi masyarakat dalam proses pembelian
kredit perumahan.

c. Masyarakat
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Masyarakat dapat mempelajari bahwa akta notaris merupakan salah satu
hal yang sangat diperlukan dalamsebuah kontrak atau perikatan.
d. Developer.

Sebagai sumber pemahaman bagi developer untuk terus patuh dan

tunduk pada aturan yang mengikat serta perjanjian yang dibuat harus

di penuhi demi memberikan jaminan kepastian hukum pada pembeli

rumabh.
E. Kerangka Teori
1. Grand Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai Grand Theory. Keadilan

hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak
diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum
tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini
seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam
kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat
menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat
bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah
universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak
boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok
orang. Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang

menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.’

7 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan Nusamedia,
2004), 239.
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Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan
tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai
dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia merupakan
suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua
orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan
proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan
kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.?® Teori Keadilan menurut
Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga, yaitu :°

a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semuaorang sesuai
dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi
dan tunduk pada hukum yangada secara tanpa pandang bulu;

b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang
satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga
negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal
antara warga yang satudengan warga yang lain; dan

c. Keadilan disteributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu
disteribusi yang adil adalah disteribusi yang di dalamnya ada proporsi
antara hal-hal yang didisteribusikan dengan orang yang menjadi
sasaran disteribusi itu.

Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat

dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 96.
%Aristoteles, Politik, ed. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016), 123.
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Hans Kelsen ini memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat
diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum,
namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukkan tiap
individu.'°

Teori Keadilan digunakan sebagai bahan pertimbangan guna menakar dan
memahami esensi dari berapa besaran bentuk pembagian waris pada anak
dari hasil perkawinan ke 2.3 dan 4, dimana diperlukan penghitungan dan
pemberian besaran waris yang tepat agar para ahli waris menerima
pemenuhan haknya secara merata dan adil.

2. Middle Range Theory

Teori berikutnya yang menjadi Middle Theory dalam penelitian ini adalah
teori tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung
jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa
boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum,
tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan
apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi
kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral
dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena
adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan
perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian

akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

%Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” Jurnal Konstitusi Vol. 6, No (2009): 135.
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Menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokan menjadi tiga
kelompok besar masing-masing ‘“tanggung jawab” dalam arti accountability,
responsibility dan liabilty. Tanggung jawab dalam arti accountability dapat
berarti wajib melapor, menjelaskan, memberikan alasan, menjawab, memikul
tanggung jawab dan kewajiban memberikan perhitungan, tanggung jawab
dalam arti responsibility dapat berarti wajib menanggung segala sesuatunya,
kalau terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut dan diancam hukuman.
Sedangkan tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan kewajiban
membayar ganti kerugian yang diderita. Dalam wurain tersebut, yang
dimaksudkan dengan tanggung jawab adalah tanggung jawab hukum dalam arti
legal liability.

Teori yang terakhir adalah teori Kewenangan, Dalam wewenang terdapat 3
(tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa
wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen
konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum
(semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :

1. Atribusi : pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atauaturan hukum.!!

""Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, Selanjutnya disebut Habib Adjie I, Hal. 77.
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2. Mandat : pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi

kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Delegasi : merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang

yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau

aturan hukum.'?
Dari teori diatas adanya kewenangan notaris pada kewenangan atribusi Melalui
teori kewenangan atribusi ini notaris memperoleh sumber kewenangan dari
Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai
Pejabat Umum memperoleh wewenang membuat akta dalam ruang lingkup
keperdataan.
3. Applied Theory

Undang-Unndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pertimbangan atau alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan
Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1
angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa di
dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen
antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu
produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan
suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.
Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Zibid.
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jabatan Notaris disebutkan : Notaris berwenang membuat Akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau  yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian
tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.
Menurut pengertian Undang Undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1
disebutkan definisi notaris, vyaitu: Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan Lkewenangan lainnya
sebagaimana maksud dalam undang-undangini.” Pejabat umum adalah orang
yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang
hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk
melayani publik dalam hal- hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan
suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam
jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan
jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.'
F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

" Nusyirwan,Membedah Profesi Notaris, Bandung: Universitas Padjadjaran,2004 hal 3-4
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Perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi
rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau
permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati
dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan
hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa,
termasuk penanganannya di peradilan.'*

2. Konsumen Pembeli Rumah
Konsumen pembeli rumah adalah seseorang atau badan hukum yang
karena kehendak dan keinginannya secara sadar yang membeli rumah
untuk dimiliki agar dapat dimanfaatkan sebebas-bebasnya tanpa gangguan
dari pihak manapun.'®

3. Wanprestasi
Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar
janji atau kelalaian yang dilakukan oleh developer baik karena tidak
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan
sesuatu yang menurut perjanjiantidak boleh dilakukan.!®

4. Developer
Developer adalah badan dan atau orang perorangan yang bergerak

dibidang usaha bisnis jasa properti, dan berusaha dalam bidang

'* Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
10.

" Luthvi Febryka Nola, “Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan,” Negara Hukum Volume 8,
(2017): 25.

'® Ashadi L. Diab, “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat,” Jurnal Al-‘Adl Vol 10, No
(2017): 38.
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pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di
atas suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan
berbagai prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh

masyarakat penghuninya.”!?

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah
penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.’® Sifat
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif,
yakni prosedur penelitian yang menghasilkan bahan hukum yang
deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati..
2. Pendekatan Penelitian
Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan dan hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang

7" Aloysius Mudjiyono, Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), 27.

'8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
Hlm 155.
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sedang diteliti.!° Pendekatan perundang-undangan ini digunakan
untuk mendapati pemahaman mengenai peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Terhadap Rumah yang di beli dariDeveloper.
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan studi kasus termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk
diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan ini
digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Rumah yang di beli
dari Developer
. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi
pustaka (library research), pengumpulan bahan hukum dengan
melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip
dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas.?® Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan

menjadi tiga golongan yaitu:?!

1) Bahan Hukum Primer

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 57.
2 M. Nazir, Metodelogi Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm 111.
2l Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., Hlm 82.
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Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan)
atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak
berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan
hakim).??

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun
2014;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen
c) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian

d) Pasall320 Kitab undang-undang hukum perdata
Tentang Syarat Sahnya Perjanjian.

2) Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal
hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik?® dan bahan-

bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

22 Ibid, Hlm 82.
2 Ibid, Hlm 82.
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
rancangan Undang-Undang, kamus hukum, ensiklopedia®® dan bahan-

bahan hukumtersier lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut
Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan
dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-
bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:*

a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan

hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi

dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode
logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.
b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik vyaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan

substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan

menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga
sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan
metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

39.

** Ibid, Hlm 82.
» Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Illmu Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2000, Him
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Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam
rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup
masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada

pembentukan pengertian yang baru.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi
dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan
dalam bentuk wuraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk
kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan
penafsiran hukum yaitu:?

1) Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk
Undang-Undang;

2) Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan
adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam
suatu Undang-Undang;

3) Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang
tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah

menurut masaatau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap;

* J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum indonesia, Gunung Agung,

Jakarta, 1962, Hlm 11-12.
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4) Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan
diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata- kata peraturan, melainkan
mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan
dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan
kejelasan yang lebih memuaskan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika
berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang disusun dari dua buah
pernyataan serta sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung sebuah
kesimpulan disebut premis yang dibedakan sebagai premis mayor dan
premis minor. Berdasarkan Lkedua premis tersebut ditarik suatu
kesimpulan.?’ Dengan kata lain cara berfikir dimana dari pernyataan yang

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

27 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, Him 10.
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